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BUFPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimhbhang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

: &, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sehagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 yvang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
vang telah disepakati Pemerintah Dperah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada tanpgal 26 November



Mengnpgat

2032,
bahwa berdasarkan pertimbangsn sebagaimana dimalsud
dadatn huruf a dan huruf b, perlo menetapkan Peraturan

Diasrah tentang Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

. Pasal 1% ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia. Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 17T Tahun 2043 rentang Keuatigan
Negara [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambwhan Lembaran Negara Republile Indonesia
Nomor 4256);

. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 entang

Perbendaharaan Nepara [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 HWomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 4353);

Indang-Undang Nomor 153 Tahun 2004 teniang
Pemenkz=aan Penpelolaan dan Tanggunglawab Kenangan
Wegara |Lernbaran MNegara Repuhlik Indonesia Tahuan 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4400},

. Undang-Undang Momor 2% Tahun 2004 tentang Sistem

FPerencanaan Pembanpunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahon 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 21);

. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2008 tentang

Fembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas oi Provingd
Kepualawan Fian (fembaran Mepgam Eepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Mogara
Repuiblik Tndonesia Nomor 4879);

. Undang-Undang Nomer 22 Tzhun 2014 tentang

Pemerninfahan Daerah (Lembaran WNegara Republik
Indoneaia Tabun 2014 Nonror 244, Tambahan Lembaratn
Negara Republik Indonesia Nomer 5537), sebagaimana
telah diubash beberapa kali teralthir dengan Undang-
Undang Nomor I Tahun 2022 renfang Hubungan Keuangan
antare Pemerintah  Pusat dan Pemerinkazhan  Daetab
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(Lembaran Megara Hepublik Tndonesia Tahun 2022 Nomaor
4, Tambahen Lembaran Negara Eepublik [hdonesia Notnor
B75Th

Undang-Undang Nomor | tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangaty antAara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Decrah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Newnor 6757):

Peraturzm Pemenntah Neomor 109 ‘Tahun 20000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerab dan Wakill Kepala
Diaerah [Lembaran Negara Republik indonesia Tabuy 2000
Nowmor 210, Tamnbehban Lembaran Nepara Republike
Indenesta Nomor 4028);

Peraturan Pemerintabh Nomor 23 Tahun 2005 tenlang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Megara Repuldik  Indotesis Tahwon 2009 Nomor 48,
Tambahan Loemberan Mepara Fepublik Indonezia Homor
4502), s=ebagaimana telahh diubah dengan Perataran
Pemerintabh Nowmor 74 Tahun 2012 tentang Perubahen Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035 tentang
Pengelolaan Keuanpan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomnor 5340,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
FPerimbangan (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 457 0]

Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem
Informasi Keusngan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20053 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Mepara Hepublik lndonesia Nomor 4576), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peratitan Pemenntab
Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah
[Lembaran MNegara Republik Indoncsia Tahun 2010
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Nomor 110, Tambsahan Lembaran MNegara FRapublik
[ndonesia Wamoar 5155);

Peraturan Pemenntah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan HKeuangan Kinega Instansi Pemerinteh
{Lernbaran Negara FRepublik Indonesia Tahun 2006
Nontor 23, Tambahan Lembaran Negara Eepublilz Indonesia
Nomor 4614];

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Eepubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lermmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165]);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentane Hibah
Daargh (Lembaran Mepara REapublik Indonesia Tahan 2012
Nomor =, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Nomor 21623,

Peraturan Pemerintah MNomor 35 Talhuan 20016 ientang
Ketentnan Umuam dan Taa Cara Pernunguwtan Pajak
Pracrah (Lembaran Hegara Bepublik Indonesia Tahun 2016
Nomotr 244, Tambahan Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Nomor 5950,

FPeraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Fembinaan dan Pengawasan Penyelenggarasn Pemenintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2617
Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Fepublik Indomnesia
Nemor G041},

FPeraturan Pemerntah Momor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administram Pimpinan dan Anggote Dewan
FPerwaldlan Rakyat Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Mepara Fepublilz Indonesia Nomer 6057),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang
Finjaman Daerah [Lembaran Negara Fepublik [ndonesia
Tahun 2018 Momor 248, Tambahan Lembarsn Negors
Eepublik indonesia Nomaor 6279);

Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 fentang
FPetigelolaan Kewangan Daesrah (Lembaran Negara Republik
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Tndonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 201% tentsng
Laporan dan Evalussl Penvelengparaan Pemerintahan
Daerah [(LemBaran Nepara BEepublhlk Indonesia Tahuan 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Megara Republil Indonesia
Nomor 6323,

Peraturan Pemerintah Notnor 25 Tahun 2020 tentang
Ponyelenggaraan Tabungan Perumahan Halorat [Lembaran
Negara Republik Ilndonesia Tahun 2020 Nomor 136,
Tambahan Lembaran MNegara Repuhlik  Indonesia
Nonmor 6517,

Feraturan Presiden Momer 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Fegionzal (Lembaran Negara Republik
ndoenesia Tabhun 2020 Nomaor 57);

Feraturan Menteri Balam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedarnan Pengelalaan Investasi Pemenntah Dacah
(Berita iWegara Eepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
entang Pengelompokan Kemampoat Keuangan Daetah
serta Prelaksanoaon dan  Pertanpeungiawaban Dana
Cperasional {Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2017
MNomor 1067},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tehun 2018
tentar® Tata Carta Penghitungsn, Pengangeasran Dalatm
Angearan Pendapatan dan Eelanja Daerah, Tertib
Administrasi Penpajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan Kewvangan
Fartai  Palitik fﬁerita Negara REepublik  Tndonesia
Tabun 2015 Nomor 630] sebagumena telah diubab dengan
Peraturan Menteri Dadamm Negen Normor 782 Tehun 20020
tentanpg Perubahan Atas Peraturan Menten Dalam Hepen
Momotr 36 Tahun 2018 tentang Tata Cata Penghitingan,
Fenganggaren Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanga
Daerah, Tertib Administrasi Penpajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertangsungiawaban [Pengpunasn Bantuan
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Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2020 Nomor P777);

Peraturan Menten Dalam Wegeri Momor Y0 Tabun 2019
tentzmp  Sistemn  Informasi Pemerintah  Dasrah  [Bernts
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Homor 1114);
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 90 Tahun 201%
tentang Klasiiikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklator
Ferencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berita,
Negara Hepublik Indonesia Tabhan 2019 Nomor 1447);
Peraturan Memntern Dalem Megenn Nomor 20 Tabun 2020
tentang Percepatat Penanganan Coroneg Virng Disegge 201 0
fCOVID-19 di Lingkungan Pemenntah Daersh (Berita
Megara Hepublil [ndoneaia Tabun 2020 Nomor 249);
Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020
tenifang Podoman Teknis Pengeololaan Keouengan Daerah
(Berita Megarz BRepublik Indonesia  Tahun 2020
MNomor 1T81};

Peraturan Menteri Kenangan Nemor 17/PME.D7/2021
tentang Penpelolaan Transfer ke Daergh dan Dana Deosa
Tahur Angsaran 2021 Dalam Eangka Penanganan
Pandemi Corona ViR fisease 2018 (QOVI-19 dan
dampalknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 149, sebagaimana telah diubab belerapa kali
teraldhir dengan Peraturan Mentem HKeuangan Womor
118/PMEO7 /2022  tentang Perubahan Ketipa Atas
Peraturan MMenteri Keuangan Nomor 17/PME.Q7/202]
tentang Pengelolasgn Transer e Dasrah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam  Ranghka Mendulung
Fenanganan Pandemi Coronag Virus Dhsease 2002 (COVID-
15 dan darmpaknys {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 6%1);

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2022
tentang Pedoman Penyusunar Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 {Berita Megara Repulbdik [ndonesia
Tahun 2022 Mamar 390
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S, Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anpgaran Pemdapatan dan
Felanja Traerah Tahun Anggaran 2023 [Berita Negara
Eepublik Indomesia Tahiun 2022 Nomor 972k

J4, Petaturan  Daergh  Kabupaten  Kepulavan  Anambeas
Momer 1 Tahun 2022 tentang Penpelolaan Keusmpan
Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah
Eabupaten Kepulavan Anambas MNomor 91),

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULADAN ANAMBAS
dan
BUFATI KEFULAUAN ANAMEAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAEZRAN KADUPATEN KEPULAUAM ANAMBAS
TENTANG ANGOAEAN PENDAPATAN DAN BERELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAM 2023,

BAB [
KETENTUAN LIRALIN

Fazall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksod dengan:

1. Daerah adalsh Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Pemenntahy Daerah adalab Pemerintah Daetah Kabupaten
Hepulausn Anambas,

Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.

Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 yang selanjuinya disebut AFED Tahun Anggaran 2023
adalah rencana kenangan tahunan Daerah Tahun Angparan
20023 yang dirstapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adelah semua hak Daerah yong diakw,
sebagai penatmbeah nilal kekayaan bersih dalam periode
tahun angegaran berkeonaan.

4. Belamga Daerah adalah semiia kewajiban Perintah Daerah
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yang diaknui zebapai pengurang nilai kekayaan bersib dalam
periode tahun anggaran berlenaan.

Fembnayaan adalah setizp penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/fateu pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tzhun anggaran berikutnya.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang selanjuitnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
Pemlnayaan serla asums yaig mendagsarninya untuk perode
L [satu) tabhun.

Prioritas dan Plafon Angparan Sementara vang selanjutnya
tlisingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepadsa perangkat Daerah untuk
program dan kegiatan sebapal acuan dalam pemyusunan
rencana kerja dan anpgaran satuan kerja perangkat Daerah.
Rencana WKerja Pemerintah Daerah vang selanjuinya
disingkal RKPD adalah dakumen perencanaan untuk pencde

]l {gatu] tahun.

BABIT
RINCIAN ANGGAEAN FENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

FPasal 2
AFBD Tahun Anpgaran 2023 bequmlah
Rpl.263.746.39%.658,00 [Satu Trnhun Dua Ratus Enam
Fuluh Tipa Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga
Ratus Semnbadan Palub Enam Ribu Enam Batus Lima Pulub
Delapan Rupiah).
APBD Tahun Anpgatan 2003 sebagaimana dimaksud pada
avat [1] terdis alas
a. Pendapatan Daerah;
;. Belanja Daerab: dan
c. Pembiayaan Daerah.
Rincian APBD Tahun Anpgaran 2023 sebagaimana dimalksud
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pada ayal {2) adaiah sebagar berikut:
a. Pendapaten Daerah:  Bpl 161 .200.841.061,0)

b, Belanja Daerah: Rpl.261,746. 394,658 ,00
surplua/(dehsit): Rpl30,.545.055 597,00
c. Pembiayean Dasrah
I. Penernmaar Rp102 545555 597 (K
2 pengeluaran: R 000, 000, 00,00
Pembiayaan netio: Rpl100.545.555.597.00

Jisa  Leblh Pembiayaan  Anggaran Daerah  tahun
berkenaan REp0

Pazssl 3
Pendapatan Daerah Tahun Angparan 2023 direncanakan sebesar
Epl.161.200.541 061,00 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Satu
Miliar Dug Rarus .Juta Delapan Fatus Empat Pulubh Sat Ribu
Enamn Puluh Saiu Rupiah), yang hersiumber dart:
a, pendapatan ash Dacmah; dan
b. pendapatan transfer.

Paaat 4

f1) Fendapaten aslhi Daerah sebagsimana dimaksud dalam
Fazal 3 hurufa direncanakan sebesar Fp41.9538 839 491,00
{(Empat Polub Saru Miliar Sembilan Eatus Litna Puluh
Delapan Futa Delapan REatuz Tiga Pulubh Sembilan Ribu
Empat Eatus Sembilan Puluh Sata Rupiah), vang terdird
atas:

a. pajak Daerah;

b. retribusi Daerah;

. hazil pengelolasn kekayaan Daerah yang dipisahkan;
dan

d. lain-lain pendapatan asli Derah vang sah.

2} Pajal: Daerah sebagaimana dimalesud pada ayat (1) huratf a
direncanakan sebesar Rp22 559 538 747,00 (Cua Puluh
Dwia Miliar Lime Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima
Ratis Tiga Pulub Delapaty Ribu Twivh Ralus Empat Puluh
Tujuh Rupiah).
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Retriusi Dagrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpd 030 745.981,00 (Empat
Miliar Enam Hatus Lima Palub Juta Tujuh Fatus Empat
Puluh Lirna Kibu Sembilan Ratus Delapan Puluh Saiu
Rupiah).

Haszil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisshkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf ¢ direncanakan
gebegar Rpl.218.019.763,00 [Satu Mibar Tiga Fatus
Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Tujuh Hatus Enam
Puluh Tiga Rupiah).

Lzar-lain pendapatan asli Daerah vang sab scbapgaimanes
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar
Rpl132.430.535.000100 [Tige Belas Miliar Empat Ratus Tiga
Fuluh Juta Lima Rafas Tiga Puluh Lima Fibuw Rupiah).

Pasal b
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanskan sebesar Rpl, 1192420401 570,00
fSatu Trohun Seratus Sembilan Belas Mihar Dua Ratus
Empat Puluh Dua Juta SBeribu Lima Ratus Tujuh Puluh
Bupish), vanp terdind atas:
. pendapatan transfer pemerintab pusat; dan
b. pendapaten transier antar deerah.
Fendapatan iransfer pemerintah pusat sebagamansa
dirmaksud pada ayat {1} huruf a direncanakan sebesar
Rpl 052,395 108 748,00 (Saty Triliun Lima Puluh Dua
Khlint Tiga Realus JFemialan Pulah Lima Juta Seratus
Delapan Eibu Tijuh Ratis Empat Puluh Delapan Rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah zebapgaimana dimeaksod
pada  avat (1]  buruf b direncanakan  sebesar
Rpo6 846 292 822 () (Enam Puluh Enam Miliar Delapsn
Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan
Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Paluh Bua Rupiah).

Pagal &

Angparan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan
sebesgar Kpl.261.746 296 658,00 [Satu Trihiun Dia BEatis Enam
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Fuluh Satn Miliar Tujuh Eatus Empat Puluh Enam Juta Tiga
Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Paluh
Delapan Rupiah), yang terdind atas:

.

b
£
d

(1]

(2

{3}

belanja operaast;

belarija modal;

helanja tidak terduga; dan
belanjgs traneler,

Fasal T
Anpggaratt belarja operasi sebagaimans dimaksud dalam
Puanl & huruf a ditencanakan sebesar Rp823.114.473,360, 00
(Delapan Ratus Dua Pulubh Tiga Miliar Seratus Empat Belas
Juta Empat Fatus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Rems
Enarn Puluh Bupiah}, vang tendin atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
¢. belanja hibah; dan
d. Delanja bantuan sosial,
Belanja pegawal sebagaamana dimaksud pada ayat (1) hurui
a direncanakan sebesar Rp3B3.068 586 166,00 [Tiga Ratus
Delapan Puluh Tiga Miliar Enatm Poluh Delapan Juta Lima
Eatus Delapan Puluh Enarm Biba 3eratus Eoam Puluh Enam
Eupah).
EBelanja barang dan jasa sehagaimana dimakzud pada ayat (1}
huruf b direncangloan sehesar Rpd18.415. 611 661,00 (Empat
Earls Delapan Belas Wiliar Empal Ratus REoarm Belas Juota
Enam Ratus Scbelas Fibu Enzam Ratus Emzon Pulub Sabt
Eupiahj.

{4} Belanja hibah selagaimana dimeksud pada ayat (1) huruf c

direnicanakan sehesar Bp2 1,.579.276.033,00 (Dua Puluh Sata
Miliat Litna Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Rains
Tujuh Pulnh Enam Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).

(5] Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksoad pada ayat (1]

haruf d direncanakan sebesar RpS0.000.000,00 (Lima Puluh
Juta Rumah).
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Pasal 8
Angearan belanja modal sebagaimana dimalesud dalam Pasal
& huruf b direncanakan sebesar Rp312,244 877 008 (4 [Tiga
Ratus Dua Belas Wiliar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta
Lelapan Fatys Tujuh Puluh Twuh ERibu Scmbifan Puluh
Delapan Kupiaby), yang terdin atas:
belanja modal tanah;
belanja modal peralatan dan mesin,
belatija moda! gedung dan bangunan;

A H o B

belania modal jalan, janngan, dan irigasi; dan

e, belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja modal tanah sebagaimana dirmaksud pada ayat (1]
huruf a direncanaltan sebesar Rpl. 145.000.000,00 [Satu
bhliar Seratus Empat Puluh Lama Juta Rupiah).

Eelanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksnud
pada ayat (1) huruf b direncanakan — sebesar
Ep53.658.323.730,00 [Lima Pulah Tiga Milier Enam Ratus
Ldma Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Fuluh Tiga Ribu
Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupah).

Belanja modal gednng dan bangunan sebagaimana dimalcsud
pada  awvat (1} huml ¢ direncanakan  sebesar
Ep78.404.5890.140,00 (Tujuh Puluh Delapat Miliar Empat
Ratus Empat Juta Lima BEatus 3embilan Puluh Biba Seratus
Empat Puluh Eupiah).

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sehagaimana
dimaksild peda ayat [1} hurif d direncanakan acbeosar
Rpl78.407.05% 285,00 [Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar
Enam Ratus Tejuh Juta Lims Puluh Sembilan Ribu Delapan
Eatus Delapan Puluh Delapan Fupiah).

Belanja rmodal aset tetap minnve sebagaimana dirnalened
pada ayat (1) geut e direncanakan  aehesar
Rpy723 9053 340,00 (Tojuh Ealus Dua Puluh 3embilan Juis
Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Fatus Empat Puluh Rapiah).

Faszal 4

Angzaran Dbelanja tidek terdugn sebageimana dimaksud
dailam  Pazal A huruf ¢ direncanakan sehesar
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Rp 1 .000.000.000,00 (Saty Miliar Rupiah), yang terdiri atas
belatya, tidads terdilga.

(2] Belanja ddak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
direncanalean  asebesar Rpl.000.000.000,00 (Satu Miliar
Rupiah).

Fagal 10

[1] Anggaran belanja transfer sebagoimana dimaksud dalam
Pasal & hyruf d direncanakan sebesar Rpl25,.287.045.700,00
(Seratus Dua Puluh Lima Miliar Dus Ratus Delapan Pulub
Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Batus Rupiah],
yany terdin atas:

a. telanjs bagi hagil; dan
tr, belanja bantusn kedangan.

(2} Bclanga bam hagil sebagaamana dimaksud pada ayat (1) huruf
A direncanakan sebesar Rp2.750.000.000,00 [Dua Miliar
Tujuh Eatus Lima Paluh Juta Rupiah).

(3} Belanja bantuan keuangan sebagaitmana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl22 537,045 700,0)
[Beratus Dua Puluh Dua Midiar Lima Ratus Tiga Pulub Tujul
Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 11
Anggaran Pembiayaan Daerah Tabhun Angeparan 2023
direncanakan sebesar Ep.100.545.555.507 00 [Seratus Miliar
Lima Fatus Empat Puluh Lima Juta Lirma Ratys Linea Puluh Lima
Eibe Lima Rarus Sembilan Puolub Tigjuh Rupiah), yang tendin
atas:
a, penerimasn Pernbiavaan; dan

b. pengeluaran Pembiavaan.

Pasal 12
(1§ Angearan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimak=ud
dalam Pasal 11 buruf a direncanakan  sebesar
Epl0z2.545.555.297.00 (Seratus Dwua Milar Lima Ratus
Empat Fuluh Lima Juta Lima Hatua Lims Paluh Lima Riby
Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:



(2]

{3]

(1)

(2]

(1

{2]

(1)
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a sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelummnya; dan

I, pererimaan kemball pemberdian pinjaman dacrah.

a1aa lobah perhitungan angearan tahun anggaran sebelumnya
subapaimana dimaksad pada avat (1) hurof a ditrencanakan
sebesar REpl02, 045, 555,507, 00 (Seratus Dua Miliar Empat
Fuluh Lima Juta Lima Eatua lima Pulub Lima Ribu Lima
Ratus Scmbilan Puluh Tujuh Rupmah).

Penerirnaan  kembali pemberian pinjaman Daerah
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) hural b direncanakan
gsebesar BRpS00.000.000,00 [Lima Rats Juta Rupiah).

Pasal 13

Anpgaran pengeluaran Fembisayasn sebagamans dimalosad
dalam Pasal 11 huruf b direncanakan  sebesar
Rp2.000.000.000,00 (Dera Miliar Ruptah), yang terdiri atas
Femberian pinjaman Daerah.

Pemberian pinjaimman Dasrabh sebagaimana dimaksad pada
ayat {1} direncanalkan sebeszar Rp2. (00000 000,00 {Dua
Miliar Bupiah).

Faszal 14

Selisih  antera angparan Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengekibatkan tetjadinya defisit
sebeaar Rpl00.2452,.552.097,00 (Seratus Mibar Lima REetua
Empat Puluh Lima Juta Lima Eatus Lima Fuluh Lima Ribu
Lima Ratus Sembilan Pulub Tujuh Rupiahj.

Pembiayaan netto yang merupakan =selizsih penerimaan
Pernbiayaan terfiadan pengeluaran FPembiayaat
direncanakan sebesar Fpl00.545.355.597, 00 {Seratus Mihar
Lima Katus Empat Puluh lima Juta Lima Ratus Lima Puluh
Lima Ribu Lama Ratus Sembilan Puluh Tujuh Bupiahj.

Pasal 15
Dalam keadaan darurat termasul keperluan mendesak,
dengan peraturan Bupati Pemerintah Daerah dapat

melakulkan pengeluaran yvang helum rersedia anggarannya
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dan/atau pengeluaran melebihi pagu vange ditetapkan dalam

Peraturan Daerzh ini, yang selanmjuinya dimasukan dalam

Perubahan APBD Talwn Angegaran 2023, dengan tata cara

seollai kerentuan peraturan perundang-undangan dengan

terletyib dabulu melakukan perabahan Peratwran Bupadi
tentane Pengabaran APBD Tahun Angeperan 2023, dan
pemberitahuen kepada Fimpinan Dewan Perwakilan Eakyat

Dacrah, selanjutnya disampaikan dalem Laporan Realisasi

Anggaran,

(2] Eeédaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
melipu

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/ateu kejadian luar iasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan  pertolongan;
danfatan

r.. kerusakan sarana/pragarana yang dapat mengganggn
kejpaten pelagranan publik,

(3} Keperluan mendesak =ebagaimana dimaksud pada ayat (1]
rmeliputi:

a. kebunthan Daerah dalam rangka  pelayanan  dagar
masyvarakat yang anpwarannva belum teorscdia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja vang

hersifar wajib:
peogeluaran Daersah yaneg berada  diuer kendah
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan

sebelumnya, s=seta  amanat peraturan perundang-

o

undangean,; dan fatan
d, pengeluatan Paetah lannya yvang apalyla dilunda akan
mermmbulkan keruplan yang Iebih besar bagl Pemnenntah

Daerah dan/atau masyarakat.

Pagal 16
Ketentuan mengenal APBD Tahun Anpearan 2023 Eebagajmma‘
dimalksud dalam Pasgal 2, tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XV[ yvang merupakan bagian tidalk terpisahkan
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dari Peraturan Draerah ini, dengan nncian sebagai beskut

Lampiran 1

Lampiran [l

Lampiran II1

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Larnpiran VI

Lampiran VIII :

Lampitan I
Lampiran X

Lampiran XI
Larmpiran Xl

Larnpiran XIII :

Latnpiran X1V,

' mingkasan APBD Tahun Anggaran 2023 yang

diklagifilkasi  menwrut kelompak  dan jenis

pendapatan, Belarga dan Pemaayaaty,;

; rimpkasan APBD Tabwun Anggaran 2023 vang

dildlasifikasi menurpsr wrisan pemerntahan

Daerah dan organiaasi,

s rincien APBDR Tahun Anggaran 2023 menurut

urusan pemerintahan  Daerah, orgaruzas,
pendapatan, belanja dan Permnbiayaan;

: rekapitulasi belanja menurut UTUSAN

petnenntaban Daeral, organisasi, program den
kegiatan beserta hasil dan sub kegatan bezerta

keluaran:

- rekapitilasi Belanja Daerah unink kezclarasan

dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan
fungsi dalam kerangks penpelolasn keuangan

Negara;

: rekapitulasi belanja untuk pemenuhan surat

perintah membaEyar;

: sinkronisasi PTOETAITL pada FEencana

FPembangunan Jangka Menengah Daeral dengan
APBD Tahun Anggaran 2023,

sinlororsasl prograrn, kegiatan dat sub Kegiatan
pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Dhaerah
tentang APBD Tahun Angzaran 2023;

 gilronisazl program prioritas nasional dengan

program pricritas Daerah,

s daftar jumlah pegawdal per eolompsn dan pee

jabatan;

: daftar pintang Crasrah;
: dafter penyertaan modal Daerah dan investas:

Daerah;
daftar realizasi penambahan dan pengurangan
aset tetap Daerah dan azet lain-lain;

daftar sub kegiatan tahun jamals) multy years,



Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2022
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Lampiran XV :daftar dana cadangan; dan
Lampiran XVI ; daftar pinjaman Daerah,

Pasal 17

Bupati menetapkan Peraturan Buparti tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2023 scbagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,

Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KEFULAUAN ANAMBAS,

DUIL HARIS

SEKRETARIS DAERAH

SAHTIAR

LEMBARAN
NOMOR 93

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2022

NOMOR REGISTER FERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMEAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : {4,48/2023)
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ey
-..\___ e b
SFFLALY

FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEFULAUAN ANAMBAS
NOMOR  TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

. UMUM

APBD Tahun Anggaran 2023 adalah rencana keuangan tahunan
Daerah yvang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD Tahun Anggaran
2023 merupakan dasar pengelolaan keuangan Dacrah dalam masa 1 [satu)
tahun anggaran sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara.
Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah untuk dibahas dan memperoleh
persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas oleh Bupati
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada RKPD,
KUA, dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, selanjulnya Bupati
bersama dengan Dewan Perwalalan FRakyat Daerah melakukan
penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempumaan
tersebut ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas



Pagal 2
Cukup Jelas

Pagal 3

Cukup Jelas
Fazal 4

Cukup.elas
Fasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pazal 7
Culkup Jelas

Fasal &

Cukup Jelas

Pasal ¢
Cukup Jelas

Pasal 10}
Cukup Jalas

Pagal 11
Cukup Jelas

Faeal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Culup Jelas

-19-



Pasal 14
Culuip Jelas

Fazal 15
Culup Jelas

Pasal 1G
Cukup Jelas

Fasal 1Y
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERKAH
NOMOR 94

20

EABUFPATEN RKEPULAUAN ANAMDBAS



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1463 TAHUN 2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Fasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 avat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupat Kepulauan Anambas Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 harus mendapat evaluasi Gubernur
Kepulauan Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum
ditetapkan ocleh Bupati Kepulauan Anambas;

b. bahwa setelah dilakukan tahapan evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Hasil
Evaluasi Rancangan FPeraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan
Peraturan Bupat Kepulauan Anambas tentang Penjabaran
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl 8 dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
Gubermur Kepulauan Riau;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangpungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernniahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495);

Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kehijakan Kenangan Negara dan
Stabilitas Sistem Reuangan untuk Penanganan Pandemi
Caorona Virus Desease 2019 [COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman vang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas  Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64835);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6827):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4375,

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntans: Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonegia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembmmaan dan Pengawasan Penyvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057},

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubermnur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

FPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2018 Nomer 33| sebagaimana
telah diubah dengan Peraruran Presiden Nomor 12 Tahun



19.

20.

* 5

22,

23.

24

25.

26,

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Fresiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2022 Nomor 2153);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan .Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan DPemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249),

Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581] sebagaimana
telah divubah dengan Peraturan Mentern Dalam Neger
Momor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk



Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negars
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

27, Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77 Tahun 2020

entang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781};

28. Peraturan Menteri Daolam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daeralh Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

29, Peraturean Menteri Dalam Negernn Nomor 81 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

J0. Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verhkasi, Validas: dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam MNegeri Nomor 21 Tahun 2021

tentang Penyvediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan
Sosial dan/atau Jarng Pengaman Sosial vang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

MEMUTUSKAN -

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Eepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anpggaran 2023 dan Hancangan
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20:23.

Bupad Kepulauan Anambas Dbersama Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas harus
memperhatikan dan menindaklanjuti Hasil Evaluasi



KETIGA

KEEMPAT

HELIMA

sebagaimana disebutkan dalam Lampiran [, Lampiran [l dan
Lampiran [l Keputusan ini untuk dilakukan penvempurnasn
dan penyesuaian paling lama 7 (tujuh] hari sejak diterimanya
Keputusan Gubernur ini.

Bupati Kepulauan Anambas segera menvampaikan hasil
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan
Belamja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Gubernur
Kepulauan Riau dan segera menetapkan menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah
mendapatkan nomor register dari Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Bupati Kepulauan Anambas segera menyvampaikan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lama 7 (tujuh)
hari setelah ditetapkan.

Keputusan Gubernur i mulai berlaku pada tanpgal
ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Desember 2022

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

U e

el

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Wakil CGubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
Bupad Kepulauan Anambas di Tarempa;

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan

Riau di Batam;
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang,
Inspektur Daerah Provins) Kepulauan Riau di Tanjungpinang,

. Kepala Bireo Hukum Sekrerariat Daerah Provins! Kepulauan Riau di

Tanjungpinang.
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Lampiran (Il : Keputusan Gubemur Kepulauan Riau
Momor : 1468 Tahum 2022
Tanggal : 26 Desember 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
EABUPATEN KEPULAUAN ANAMEBAS TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUFATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang
Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk
menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Repulauan
Anambas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dan Raneanpan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas tentang
penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
dengan:

A, Ketentuan peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi;

B. Kepentingan Wimuim,

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [FPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RFJMD).

KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat {3} dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 ayat (1| Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolasn Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daerah HKaebupaten Kepulauan Anambas
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daesrah Tahun Anggaran 2023 dan
Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Anambag tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus
mendapat evaluasi Gubernur sehelum diretapkan Bupati, meliputi:

A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah
disetujui bersama antara Bupati dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati
Kepulauan Anambas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan
tahapan jadwal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana tabel berikut!




Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APED

tentang Penjabaran
APBD kepada Gubernur
uniuk dievaluasi

Penctapan / Peraciujuan Surat Krterangan
Uraian R TiCL Tanggal
1 2z 4 4
Hencang Kerja Sesual,
Pemerintah Daerzh 19 Tghun 2022 T Juli 2022 [paling lambat minggu | bulan
| [REPD) Juli)
Penyampatan
Rancangan KUA dan
Eancangan PPAS olch Belum sesual,
Ketus TAPD kepada 308/Setda. BKD, 900 /07 2022 [ 20 Juli 2022 | (paling Bmbat minggu | bulan
Kepala Daerah vang Juli)
telah direviu oleh ATIP
daerah
Penvampaian
Rancangan KUA dan Belum sesuai,
Rancangan PPAS oleh 364/ Kdh.KKA.900/07.2022 | 21 Juli 2022 | (paling lambat minggu 1T bulan
Kepala Daerah kepada Juli]
DPRD
KUA;
Kesepakatan antara Eﬁjkd.h.ﬂlﬁ':if;ﬁﬂu JX1.2022 "
Kepala Daerah dan ' ael o Belum se .
DPRD atas Rancangan Dﬂfnmn.ﬁﬁi!;:? i égzﬂ;wmbﬂ ipaling lambat minggu 11 bulan
e 24 /i, KA,/ Moll/X1.2022 Aganins
FPAS dan
05/DPRO.KEA/ Mol /X1 2022
ﬁum Ef::ltm M 11 bl
[Paling inggu 1 bulan
wﬂﬂc - September bagl daerah vang
ientang APBD aleh 516/Kdb.KKA.900/ 11.2022 | 25 November ;“E’r“;mmpﬁ“alﬂ‘x'mhg&ﬁﬁ
Bepeia Dacreth kopuds Mingzu IV bulan September bagi
RERD daerah vang menerapkan 6
[enam) hari kerja per minggu| _
T Sesuai,
F}el::ﬁlguﬂ:r ﬁ:m 06/UA. DPRD. KKA /X /2022 | 30 November | (Paling lambat 1 (satu) balan
D o Bl dan 09,/BA/Kdn. KKA/X1/2022 2022 sebelum dimulainya Tahun
Tl Anggaran berkenaan)
Menvampaikan
Rancangan Perda
tentang APRD dan Y ek Sesuai, pa
Rancangan Perkada o260/ Kdh. KEASSOQD /12,2022 a2 (Paling lambat 3 |tiga) harl kerja

setelah persetujuan bersama)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas untuk selanjutnya agar berpedoman pada tahapan dan jadwal
proses penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, sebagaimana dimaksud pada butir F.1.a.8}.c) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023,

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiavaan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan
daerah merupakan rencana penerimaan daerah yvang terukur secara rasional




yang dapat dicapai untuk setiap sumber penenmaan daerah dan
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdir
atas pendapatan dacrah dan penerimaan pembiayvaan daerah. Pengeluaran
daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian
tersedianva dana atas penerimaan daerah dalam jumlah vang cubkup dan
harus memiliki dasar hukum yang melandasinyva, yang terdiri atas belanja
daerah dan pengeluaran pembiavaan daerah. Selanjutnva, setiap pejabat
dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jika anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan
secara bruto dalam Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu jumlah
pendapatan daerah yang dianggarkan tidalk boleh dikurangi dengan belanja
yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan terscbut dan/atau
dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi
hasil. Selanjutnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar
pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 [gatu) tahun anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan
negara, merupakan 1 (satu) kesatuan vang terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah,

C. Kesesuazian Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Ranperda dan Ranperkada
denpan RPIMD, RKPD, Rancangan KUA dan PPAS dengan Rancangan AFBD
Tahun Anggaran 2023.

Program /kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 telah
memedomani RKPD, Rancangan KUA/PPAS sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemernntahan Daerah.

Jumlah program dan kegiatan dalam RPJMD, RKFD, Rancangan KUA/PPAS
dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Anambas diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada
dengan RKPD dan Rancangan KUA/PPAS

| REJMD RKFD RANC. KUA/FPAS K. APBD
' Jml Jmi | Jml
Uraian | Jml o0 | jumlah Alokssi  |Prog. | Jumlah Alokssi  |Prog. | Jumlah Alokasi
u Pm;_%;_ dan Anggaran (Rp} dan Anggaran dan Anggaran
MR ke Keg Keg
Sss | om1 | ek 266 266 |
griemm
Jurnlat
[Kegaen | = | *70 | 12013857764771,000 Y| 1261.746.906.658,00) *7* | 1.261.726.306.658,00
Jurslah
Sub . 1366 1283 1383
Ergiatan




Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar
konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran
mulai dari RKPD, Rancangan KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

IIl. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN
KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DENGAN EKETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rpl.161.200.841.061,00 harus berdasarkan pada perkiraan
vang terukur secara rasional vang dapat dicapai untuk setiap sumber
Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24
ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Selain  itu, Pemerintah HKabupaten Kepulauan Anambas juga harus
melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi
kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan
restrukturisasi transformasi elkonomi.

Tabel 3
Pendapatan Daerah

APHD Tahun Anggaran APBD Tahun R-APBD Tahun
Liraian 2021 Anggaran 2022 Anggaran 2023
(Bp) | (Rp| = (Rp) |

— . = : e =
 Darman ¥ 1.085.521.192.674,00 900.945.548.727,00 | 1.161.200.841.061,00
| S
| Pendapaton

M I .!“ ﬂ.ﬂlﬁ.ﬁ!ﬂ.ﬁﬂl,m 40.661.242,. 655,00 41.958. 839,491, 0
| Pajak Daerah 18.420.820,905,00 | 20.111.728.377,00 22.559.538.747,00

REtTI 4.072.604.300,00 4,190.959,515,00 4.650.745,081,00
| Daerah

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan 1.318.019.763,00 1,318.019.763,00 1,318.019.763,00

Daerah yang di
| pisahkan

Lain-Lain

Pendapatan i

A=l Dasrah 14,4 14, 250000 00 15040, 535 000, 00 13,4 30, Db 5. CHEG, CHF

vang Sah

"“‘*‘T et 1.036,807.097.706,00 | B48.486.966.072,00 | 1.119.242.001.570,00

Pendapatan -

Transfer . s

Pes intah G0 516,648, 784 00 TR A9G.T1A.T18, 00 1 .HEJ-E‘J.J-IEJE.?I}H.[ﬂ

Pusat — =




APBED Tahun Anggaran APBD Tahun R-APBD Tahun
Uraian 2021 ATgEaran 2022 Anggaran 2023
{Rp} (Rp| (Rp)
1 2 3 4

Pendapatan
Transfer Antar 57200448022 00 | 66.000.252_354,00 65846802 802,00
Daesrah
Lain-Lain
’“‘""‘n ! tan 10.488,400.000,00 | 11.797.340,000,00 0,00
m;pﬂm“ 10.488.400.000,00 |  11.797.340.000,00 0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang
Angparan Pendapatan dan Helanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri dar:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4

Tren Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah

i [ * Pendapatan Asli Total Pendapatan

s Daerah Daerah %o
iz il [Rpl (Rpl

2021 38.225.694.968.00 | 1.085.521.192.674.00 3,52%
2022 40.661.242.655,00 900.945.548.727,00 4,51%
2023 41.958.839.491,00 | 1.161.200.841.061,00 | 3,61%

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang
APBD Teahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.958.839.491,00 atau 3,61%
dari total pendapatan daerah Rpl.161.200.841.061,00 dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulausn Anambas tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Untuk irtu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari
PAD harus terukur secara rasional vang dapat dicapai untuk setiap
sumber penenmaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi pendapatan ash
darrah di Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan
perkiraan asumsi makro.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pengangeparan target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APED
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.5359.538. 747,00 atau 1,94% dani
total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan [Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023,
vang diuraikan sebagai berikut:




1) Pajak Hotel Rp3.473.022.095,00;

2) Pajak Restoran Rpl1.572.998.115,00;

3) Pajak Hiburan Rp173.509.307,00;

4) Pajak Reklame Rp79.500,000,00;

5) Pajak Penerangan Jalan Ep5.450.590,067 ,00;

6] Pajak Sarang Burung Walet Rpb8.244.163 .00

71 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp639.975.000,00;

8| Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan |(PBBP2)
Rp545.200.000,00;

0] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Rp556.500.000,00,

Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retnbusi daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 Rp4.630.745981,00 atau 0,40% darn total
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APED Tahun Anggaran 2023, yang
diuraikan sebagai berikut

1} Retribusi Jasa Umum Rp4.328.111.466,00;
2) Retribusi Jasa Usaha Rp272.634.515,00;
3} Retribusil Penzinan Tertentu Rp30.000.000,00,

Target Retribusi dimaksud dapat dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah RKabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 apahila peraturan daerah vang menjadi dasar
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud telah
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenapa Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan besaran
tarifnya harus ditetapkan dalam peraturan daerah sebagaimana
ditegaskan pada butir D.16.d.2].a).(4] Lampiran Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah di atas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas serta memperhatikan
perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan
daerah, pertumbuhan elkkonomi, dan tingkat inflasi vang memengaruhi
target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi
terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.




Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptmalkan pajak daerah
dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
harus melakukan ekstensifikasi den intensifikasi atas kegiatan
pemungutan, Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu
rangkaian kegiatan mulai dart’ penghimpunan data objek dan subjek
pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yvang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawesan penyetorannya, dengan
berbasis teknologi sebagaimana dimaksud pada butr C.2a.l).g
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 34 Tahun 2022
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023,

. Hasil Pengelolaan Kekavaan Dasrah vang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah
vang dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang AFBD Tahun Anggaran 2043
Rpl1.318,019.763,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas lentang
APBD Tahun Anggaran 2023.

Target pendapatan tersebut dapat dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APED
Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas
bagian laba atas penvertaan modal dimaksud dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai
dengan Tahun Anggaran 2022, dan memperhatikan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu, melipuri:

1} Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangha walktu tertentu berupa
dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah
yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangha waktu tertentu,;

3} Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) Peningkatan penverapan tecnaga kerja sgjumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang
bersangkutan; dan /atau

5] Peningkatan kesejahteraan masvarakat sebagai akibat dari
investasi pemerintah daerah,;

Dengan tetap memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah,

sebagaimana dimaksud pada butir C.2.a.2] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023,



Pemenntah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus melakukan
antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja bagi
Badan/Lembaga /Pihak Ketiga vang tidak menunjukkan kinerja vang
memadai (performance based], atau belum memberikan bagian laba
vang gignifikan atas penyvertaan modal tersebut kepada Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas, mulai dari melakukan efisiensi,
rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk
melakukan disposal (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses due
diligence melalui lembaga approisal vang certified terkait hak dan
kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas
penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh atau sebagian aset dan
kekavaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercatat dalam
ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu
lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga harus
lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke
arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah
Kabupaten RKepulauan Anambas sesuail dengan lujuan penyertaan
modal dalam rangka meningkatkan PAD.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rpl13.430.535.000,00
atau 1,16% terhadap total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
Tahun Anggaran 2023.

Targer Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang Sah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2023, diuraikan ke
dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

1] Jasa Giro Rpl.020.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianpggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan
memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(4) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20r23;

2] Hasil Pengelolann Dana Bergulir Kp36.720.000,00 atau 0,003% dan

total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kebupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran




3

4

3]

2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan PFeraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 dengan memedomani Pasal 24 avat (4] dan Pasal 31 ayat (4)
huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a_3).a)(3) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Rpl16.065.000,00 atau 0,001% dari total pendapatan daerah dalam
Eancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memedomani Pasal 24
avat (4) dan Pasal 31 avat (4] huruf j Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tehun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir
C.2.a.3).a).[10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4
Tahun 2022 tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp20.400.000,00 atau 0,002%
dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan
memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayar (4] huruf k
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a)(11) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20023,

Pendapatan Denda Retribusi Daerah Epl5.300.000,00 atau 0,001 %
dar total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan
memedomani Pasal 24 avat (4] dan Pasal 31 ayat (4} huraf 1
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).8).(12) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyvusunan Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

Pendapatan Hasil Eksekust atas Jaminan Rpd74.850.000,00 atau
0,03% dan total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APED Tahun
Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD TA 2023
dengan memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf
m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).(13} Lampiran




Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 84 Tahun 2022 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

7] Pendapatan dam Pengembalian Rp9.167.700.000,00 atau 0,79%
dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulanan Anambas tentang APBD TA 2023 dengan
memedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan butr C.2.a.3).a){14) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023,

8] Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN] pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP| Rp2.779.500.000,00
atau 0,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
Tahun Anggaran 2023, dapat dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
TA 2023 dengan memedomani Pasal 24 avat (4] dan Pasal 31 ayat
{#4) huruf p Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir C.2.a.3).a).|16) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 384 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran FPendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023;

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anamhbas dalam penganggaran
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Keschatan Nasional (JKN) pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP] agar menggunakan
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 030-3889 Tahun 2021
tentang Hasil Verilikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan
Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD  Tahun  Anggaran 2023  sebesar
Rpl.119.242.001.570,00 atau 96,39% dan total pendapatan daerah
Rpl.161.200.841.061,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023,

Selanjutnyva, target Pendapatan Transfer dalam RKancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 antara lain diuraikan pada jenis pendapatan Transfer:




a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar

Rpl1.052.395.108.748,00 atau 90,63% dan total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2023 sebesar Rpl.161.200.841.061.00 vang diuraikan pada jenis
pendapatan sebagai berikut:

1] Dana Perimbangan sebesar Rpl.004.018.099.748,00 atau 86,46%
dari total pendapatan daerah Epl.161.200.841.061,00 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 vang diuraikan ke dalam
obvek pendapatan:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar
Rp457.746.107.748,00, terdapat selisih sebesar
Rp301.834.016.748,00 dengan alokasi anggaran yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Angparan 2023 Rp155.912.091.000,00;

b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp383.891.391.000,00 sama
dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan
Pregiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Rpl83.891.391.000,00;

¢) Dana Alokasi Khusus fisik Rpl13.728.322.000,00 terdapat
selisih sebesar Rp2.165.090.000,00 dengan alokasi anggaran
yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 Epl 15.893.412.000,0{;

d] Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp48.652.279.000,00
terdapat selisih sebesar Rp2.174.560.000,00 dengan alokasi
anggaran yvang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130
Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023 Rpd6.477.719.000,00;

2| Insentif fiskal Rpl0.659.002.000,00 sama dengan alokasi anggaran
vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 Rp10.659.002.000,00;

3| Dana Desa Rpd7.718.007.000,00 sama dengan alokasi anggaran
vang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 Rp3d7.718.007.000,00.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus menvesuaikan
alokasi Dana Perimbangan dimaksud dengen alokasi vang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Angearan 2023 dan
sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4l.al.(1], butlir
C.2.b.4).8).{2), butir C.2h4).a).(3), butir C2b4d)a).(4}, dan hutir
C.2.h.4|.8).153) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B4
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,




Selanjutnya, Pemernintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
harus menggunakan pendapatan dana transfer vang telah diarahkan
penggunaannva sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angegaran 2023, Dalam hal penganggaran dana Transfer ke
Daerah (TKD], penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis
tehun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud dengan
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwakilan REakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kepulauan Anambas, untuk selanjutnya dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atan ditampung dalam
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023,

Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran dana TKD
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-58849
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp66. 846,892 822 00 atau
5.76% dan total pendapatan daerah dalam Rancangan Pergturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan ke dalam
obyek pendapatan sebagai berikut:

1} Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp61.646.892.822 yang diuraikan
antara lain :
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendarasn  Bermotor
Rpl12.355.427.947,00;

b} Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Ep7.084.497.143,00;

¢| Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Rp33.384.111.538,00,;

d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Rp49.007.343,00;
e] Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Rp8.773.848.851,00;

Selanjutnya, untuk penggunaan ochyek pendapatan pajak daerah harus
memedomani ketentuan:

1} Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% |sepulub persen) dan
hak Kabupaten,Kota, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari targel
Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud, vaitu harus dialokasikan
untuk mendanal pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana
diamanatkan dalam Pasa! 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1




Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah dan butir D.16.d.2).a].(3) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023,

2) Pajak Rokok paling sedikit 50% (lima puluh persen) darn hak
Kabupaten,/kota, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari target
Pajak Rokok dimaksud dialokasikan untuk mendanai pelayanan
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparar yang
berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 187 huruf b
Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Selanjutnva, pelavanan kesehatan masyvarakat yang didanai dari
paiak rokok memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten/kota menggunakan
pendapatan yang bersumber dar pajak rokok yang merupakan
bagian Kabupaten { kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan
a0t (ima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian
hak maszing-masing daerah Kabupaten/kota untuk pendanaan
program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sehagaimana telah dinbah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor B2 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Pengpunaan Pajak Rokok untuk
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masvarakat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteni Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok
Uniuk Pendanaan Pelayanan Keschatan Masyarakat, sebagaimana
ditegaskan pada butir G.6 Lampiran Peraturan Mentert Dalam
Negeri Nomor B4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2) Bantuan HKeuangan Khusus dan Pemerintah Dacrah Provinsi
sebesar Kp5.200.000.000,00 atau 0,45% dar total pendapatan
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2023

B. kebijakan Belanja Dacrah

Penvediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rpl.261.746.396.658,00, dirinci sebagaimana tabel berikut:




Tabel 5

Belanja Bantuan
Sosial

1.875.000.000,00

Belanja Daerah
APRD Tahun Anggaran | APBD Tahun Anggaran R-AFBD Tahun
Uraian 2021 B - ndz Anggaran 223
(Rp) Rp) (Rp)
. 1 2 4 | 4

BELANJA DAERAH | 1.167.771.192.674,00 | 930.138.458.931,00 | 1.261.746.396.658,00
Belanja Operasi T46.577.945.076,00 687T.543.101. 168,00 821.020.356.089,0:0
Belanja Pegawai 352,047, 175.882,00 352.208.184.546,00 3B5.430.693.816,00
Biclanjn Barsng ) o .
daty Inns J64 036.487.0 15,00 Eiﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬁib_ﬂﬁlﬂ] G 13.9%40.386..240,00
Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00
Belanja Hibah 18619282, 179,00 10.651.316.558,00 21,5949 276.033,00

J4.974.000,00

S0.000.000,00

Belanja Modal

237.604.010.950,00

Belanja Modal
Tanalh N
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

154, 9:50.000,00

135.467.217.973,00

314.438.994.869,00

1.OGO.000.000,00

44, 126,709.802,00

1.925.000.000,00

22 471 068 406,00

32.388.485.651,00

Belanja Modal
(redung dan
Bangunan

25.314,544 538,00

30487 .994,520,00

049.629.646.154,00

Belanja Modal
Jalan, Jaringun,
dan Irigasl
Belanja Modal
Asct Tetap
_Lainnya

165.797.056,7 10,00

2.165.749.900,00

80.418.356. 748,00

1089, TOR, 299,00

Helanja Modal
Aget Lainnya

0,00

179.992,361.422,00

B03,501.640,00

0,00

0,00

Belanja Tidak
Ferdugs

64.986.610.648,00

1.000.000.000,00

1. 000, 000, OO, 00

Belanja Tidak
Terduga

G4.986.610.648,00

1000, (00,000,00

1. 0000, GO0, OO0, (O

Belanja Transfer

Berlanja Bagi Hasi

128.602.626.000,00

106.128.139.790,00

125.287.045.700,00

2.250.000.000,00

2.430.268.790,00

2.750.000,000,00

Belanja Bantuan
Keuangan

128, 602.626.000,00

103,697 .87 1,000,00

122.537.045,700,00




Tabel 6
Urusan Pemerintah Daerah

] Rasio |
Belanja terhadap
. sl Toial
: ; W
ey Hihinga Opartai Belanja Modal Belanja Tidak | Helanja Transfsr Jumilah Belanjs Felanja
(Rp ke _ iRpl (Rp Daerah
) : ) - (Rp) [Rp) i)
URUSAN PEMERINTAHAN
B Ay aman N | 462.078.067.005,00  279.795.105.110,00 0,00 0,00 741.873,172,115,00 | 58,80
DASAR 0000 |
nant memniman ¥ | 209.660.672.252,00 | 22.633.620.050,00 0,00 000 |  232.29429230200| 1841
1
Fﬁnﬁﬂﬁ Hﬁ.ﬂwﬂﬁaﬁﬁsz 152.672,966,518,00 | 54.579.919,632,00 0,00 0,00 207.252.886.150,00 | 16,43
UREUSAN PEMERINTAHAN
mp%mﬂncwﬂm_ﬁﬁhﬂhﬁ 6061104660500  167.165.570.861,00 0,00 0,00 227.776.626.556.00 | 18,05
RUANG o [
URUSAN PEMERINTAIIAN
BIDANG PERUMAHAN DAN 5H00,000.828,00 33588 845856,00 0,00 0,00 39.380.735.684,00 | 3,12
KAWASAN PERMUKIMAN B = -
URLUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG KETENTERAMAN
DAN KETERTISAN UMUM 27.132.902.318,00 L.B09 673 866,00 0,00 0,00 28.037.576.184.00 | 2,29
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT _
Mﬂ%..ﬂr%mﬂw__rmm_ﬁp:hz £.199,569,394 00 22 465 .845,00 0,00 | 00 6.222.03523900 [ 049
; . =
b o ol 85.124.659.636,00  25.813.758.965,00 0,00 0,00 | 110.938418.601,00 8,79
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN .
L = 2.282.961.972,00 0,00 0,00 0,00 2.0R2.061.972,00| 0,18
BIDANG TENAGA KERJA L




Urusan Fermerintahan

Belanja

Belanja Operas
{Rp)

Helanja Modal
Rp)

Belanja Tidak

Terduga
IRp}

Belanja Transfer

(Rp]

_ Esmnnﬂ

|
L —

Jumlah Belanja
(Rp)

Totzl
Belanja
Daerah

(%]

LIRUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG FEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

2.830,131.971,00

LR

0,00

0,00

2.830,131.971,00

22

LIRUTSAN PEMERINTAHAN
ED&?D PANGAN

LUEUSAN FEMERINTAHAN
BIDANG FERTANAHAN

285.91.3.600,00

300000, 000,00

15,000, CHMD, 00

.00

0,00

0,040

300.913.600,00

0,00

(.00

300.000.000,00

0,02

URLISAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGEKUNGAN
HIDLUE

2,509 534 026,00

288.133.21000

0,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUEAN DAN
PENCATATAN SIPIL

8.071.356.243,00

577.313.970,00

0,00

0,00

0,00

2.897.667.236,00

B.648.670.313,00

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

2.530,540.058,00

17.829.000,00

0,00

0,00

2.548.369.058,00
_

0,20

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENGENDALIAN

PENDULDUK DAN

| KELUARGA BERENCANA

TOLO00.000,00

0,00

0, |

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG FERHUBUNGAN

16.165.423.6604,00

22.204.371.775,00

0,00

0,00

0,00

TO.000.000,00

0,01

J38.399.695.43%,00

3,04

[ URUSAN PEMERINTAHAN
BINANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

15.080.708 339,00

| .BAO.451.202.00

0,00

0,00

16.950.159.54 1,00

1,34

LIELISAN PEMERINTAHAN
RIDANG EOPERASI,
LISAHA KECTL., DAN
MENENGAH

10209 850.2351,00

118, 117.220000

UHUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN

0.600.306.626,00

245.796.492.00

0,00

0,00

0,00

0.00

10427 . M7.551,00

6.846.103.118.,00




Rasio

Belanja terhadap
= i : —1  Tatal
rusan Pemeriniahan Belanje Modal Belanja Tidak Famaleh Belanja
mn_ﬂa_ﬂﬂun;& Terduga W.qﬁ:mﬂmﬂﬂuh% Jum m_ﬂMn_DEN S
g {Rp (=p) (2]
TURUSAN PEMERINTAHAN _ .
BIDANC KEPEMUDAAN 8,753,166, 234,00 0,00 0,00 0,00 8.753.366234.00 | 0,69
DAN OLAHRAGA -
| URUSAN PEMERINTAHAN _ 0 2R/2.987 600,00
| BIPRANG STATISTTK 282987 600,00 | 0,00 0,00 00 0,02
URUSAN PEMERINTAHAN S0, 245 OR0,00
el i 434.820.900,00 _.E-aum.um?na 0,00 0,00 0,05
URUSAN PEMERINTAHAN 5.314.784,400,00 42
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Berdasarkan tabel sebapgaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 terdin darni:

1. Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi

dalam Rancangan Peraturan Peraturan Daerah Rabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Berkenaan dengan itu, Pemernintah Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas mengalokasikan belanja daerah:

a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan vang menjadi
kewenangan dacrah scbagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 avat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
dan

b. Disesuaikan dengan susunan organisasi vang ditetapkan herdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan
Dasar dalam rangka pemenuhan SFPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023,
untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Bpl5 507.282.695,00
atau 6,43% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Ep241.047.658.536,00. Alokasi anggaran untuk belanja 3PM tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Arnak Usia ini
Ep3.084.517.197,00;

2] Kematan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Rp12.090.825.498,00;

3] Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan Rp331.940.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM

Pendidikan untuk Kabupaten /Kota yang terdini dari:

1) 100% setiap tahun jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan PAUD,

2] 100% setiap tahun jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang
berpartisipasi dalam pendidikan dasar;

3] 100% setiap tahun jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang

belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah vang
berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan,




Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
. 3PM Keachatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp14.003.543.000,00
atau <,88% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Rp287.050.271.892,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan dalam kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan |bu Hamil
Rpl14.003.543.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian 3PM

Kesehatan untuk Kabupaten /Kota yang terdiri dari:

1) 100% setiap tahun jumlah ibu hamil yvang mendapatkan pelayanan
kesehatan;

2] 100% setiap tahun jumlah ibu bersalin vang mendapatkan
pelayanan kesehatan,

3] 100% setiap tahun jumlah bayvi baru lahir yang mendapatkan
pelayanan kesehatan;

4] 100% setiap tahun jumlah ibu dan balita vang mendapatkan
pelayvanan kesehatan;

5 100% setiap tahun jumlah usia pendidikan dasar yang
mendapatkan pelayanan kesehatan;

6] 100% setiap tahun jumlah warga negara usia produktifl vang
mendapatkan pelayanan kesehatan;

T 100% setiap tahun jumlah warga negara usia lanjut yang
mendapatkan pelayanan kesehatan;

8] 100% setiap tahun jumlah warga negara penderita hipertensi usia
15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

9 100% =setiap tahun jumlah warga negara penderita diabetes melitus
usia 15 rahun ke atas yvang mendaparkan pelavanan kesehatan;

10} 100% setiap tahun jumlah warga negara dengan ganguan jiwa
berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan;

11) 100% setiap tahun jumlah warga negara terduga tuberkulogis yang
mendapatkan pelayvanan kesehatan,

12) 100 setiap tahun jumlah warga negara dengan risike terinfeksi
virus yvang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human
immunodeficiency virus) vang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani

Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal, Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan




Menter: Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayvanan Dasar Pada Standar Pelavanan Mmimal
Bidang Kesehatan.

. SPM Pekerjran Umum

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.925.116.521.,00 atau
1.09% dari total Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Rp267.466.382.240,00. Alokasi anggaran untuk
belanja SPM terseburt diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

1] Penvediaan kebutuhan pokok air minum  sehari-hari
Rp2.550.316.521,00;

2| Penvediaan pelayanan pengolahan &air Lbmbash domestik
Rp374.800.000,00.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Pekerjaan Umum untuk Kabupaten /Kota yvang terdin dari:

1) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh
kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2] 100%% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pengolahan air limbah domestk.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelavanan Minimal, dan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyvat Nomor 29 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Standar Pelavanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.

. SPM Perumahan Rakyat

Alokasi angparan untuk belanja SPFM Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan Rakyvat dan Kawasan Pemuloman Rpl.723.082.460,00
atau 0,64% dan total Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Rp267.466.382.240,00. Alokasi anggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan Penvediaan dan
Rehabilitasi Rumah vang layak huni bagi Korban DBencana
Kabupaten/Kota Rpl.723.082,460,00,

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SFM
Perumahan Rakyat untuk Kabupaten/Kota vang terdiri dari:

1) 100% setiap tahun jumlah warga negara korban bencana vang
memperoleh rumah yvang layak huni;

2y 100% setiap tahun jumlah warga negara vang terkena relokasi
akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang
memperoleh fasilitas penyediaan rumah vang layvak huni.

Pemerintah Kabuparen Kepulauan Anambas agar memedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 59 Tahun




2021 tentang Penerapan Standar Pelayvanan Minimal, dan Peraturan
Menteri Pekegaan Umum dan Perumahan Rakwyat Nomor 26 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakvat.

. 3PM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk  belanja SPM  Trantibumlinmas
Rpl.431.984.900,00 atau 4,95% dan total Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masvarakat Rp28.937.576.184,00. Alokasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan:

1] Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Ep562.985,700,00;

4] Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Rp27.500.000,00;

3] Pelayanan Penyvelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Rp205.075.200,00;

4] Pelayanan Penyvelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
EpH36.424.000,00,

Harus diprionitaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat untuk
Kabupaten/Kota vang terdiri dari:

1) 100% setiap tahun jumlah warga negara vang memperoleh layanan
akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten [kota;

2] 100% setiap tahun jumlah warga negara yvang memperoleh layanan
informasi rawan bencana;

3) 100% setiap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan
pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

4] 100% seriap tahun jumlah warga negara yang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban bencana:

5 100% setiap tahun jumlah warga negara vang memperoleh layanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 59 Tahun
2021 rentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum di Provinsgi/Kabupaten / Kota.

SPM Sogial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rpl111.653.500,00
atau  1,23% dan total Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Ep9.052.167.210.00, Alokasi angparan untuk belanja SFM tersebut
diuraikan dalam kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyvandang
disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta
gelandangan pengemis di luar panti Ep111.653.500.00.




Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sasial untuk Kabupaten/Kota vang terdini dari:

1] 100% setiap jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar
yang memperoleh rehabilitas: sosial di luar panti;

2] 100% setiap jumlah anak terlantar yang memperoleh rehahilitasi
soaial di luar pants;

3] 100% setiap jumlah warga negara lanjut usia terlantar vang
memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti;

4] 100% setiap jumlah warga negara gelandangan dan pengemis vang
memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar pant;

5] 100% setiap jumlah warga negara korban bencana kabupaten /kota
yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
setelah  tanggap darurst bencana bagn  korban  bencana
kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar memedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Dacrah Kabupaten/Kota.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pricritas Nasional
Tahun 2023 meliputi:

a. Memperkuat Ketahanan Ekonormi wuntuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan [PN1), dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APED
Tahun Anggaran 2023 Rp140.498.087.956,00 atau 11,44% dan total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan
dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yvang berkualitas dan berkeadilan diarahkan untuk mendukung
pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan
produktivitas dengan mengoptimalkan  keterkaitan antara sekior
primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada selitor
pertanian, industri pengolahan, pariwisata, Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM|, serta didukung penguatan reformasi fiskal,
penguatan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi,
peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produks: global,
perbaikan sistemn logistik, percepatan transisi menuju Energl Baru dan
Terbarukan (EBT), pemanfaatan digitalisasi, dan ekonomi hijau.




Pada wehun 2023, sasaran yvang akan diwujudkan dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan vang
berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berilout:

1] Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi
sebagal modalitas bagi pembangunan ekonomi vang berkelanjutan;
dan

2] Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan
daya saing perekonomian.

Selain 1tu, sebagal strategl penvelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN, akan dilakukan melaltn 16 (emam belas) Program
Pricritas (PF] yaitu sebagai berikut:

1} Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP1], dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rpl131.075.632.620,00;

2} Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
Masyarakat (PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rpl159.165.600,00;

3} Program Penanganan Kerawanan Pangan (PP3), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rpl41.748.000,00;

4] Program Pengembangan UMKM (PP4), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APED Tahun Anggaran 2023 Rpl03.422.165,00;

5] Program Pelavanan Penanaman Modal (PP5}, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamhbas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp64.197.600,00;

6] Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Meodal (PDP6),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp111.056,000,00;

7} Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (PP7], dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.548.274.174,00;

8! Program Pengeiolaan Perikanan Budidaya (PP8), dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp993.789.747,00;

9] Program Pengolahen Dan Pemasaran Hasil Perikanan (FPY),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tfentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp305.199.800,00;

10} Program Penvediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (PP10),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang AFPBD Tahun Anggaran 2023
Rp52.493.637,00;




11) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
(PP11), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Angpgaran
2023 Rpl.514.439.307,00;

12) Program Pengendalian Kkesehatan Hewan Dan  hkesehatan
Masvarakat Vetenner (PP12), dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Anambas tentang AFPBD
Tahun Anggaran 2023 Rpl61.114.202,00;

13) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang
Penting (PP13), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 RpT71.820.400,00;

14) Program Pengendalian lzin Usaha Industri (PP14), dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp51.577.000,00;

15) Program Pernunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP315, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rpl39.144 500,00:

16} Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan (PP1&],
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas mentang AFBD Tahun Anggaran 2023
Rp5.013.204,00,

. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang AFPBD Tahun
Anggaran 2023 Rp19.964.400,00 atau 0,002% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023, yang diarahkan untuk
mempercepat  pemulihan  dampak pandemi COVID-19 dengan
mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan
baru seiring pergeseran preferens: permuntaan dan gaya hidup sehat
dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonom untuk
meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat
optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat
pemerataan kualitas hidup antar wilayah,

Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Kepulanan Anambas pada
periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah
dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu sirategis dan pencapaian
sasaran PN2, akan dilakukan melalui 3 {tiga) PP yaitu sebagai berikut;

1] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(FP1); dianggarken dalam Rancangan Peraturan Dasrmahb Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Ep4.140.000,00,




2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
(PP2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Ep5.000.000,00;

3) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa [PP3),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rpl0.824.400,00,

. Meningkatkan Sumber Daya Manusia vang Berkualitas dan Berdaya
Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp4.877.737.319,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang
APBD Tahun Anggaran 2023, vang diarahkan pada keberlanjutan
reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian
ibu dan stunting, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada
tahun 2023, yaitu sebagai berlut:

1} Memperkuat penyvelenggaraan tata kelola kependudukan;
21 Reformasi sistem perlindungan sosial;

3] Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta;

4] Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5] Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

6] Mengentaskan kemiskinan; dan

7] Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian
sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui 29 [dua puluh sembilan)
PP, yaitu:

1] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten RKepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Angparan 2023 Rp17.552.200,00;

2] Program Perlindungan Perempuan ([PP2), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulaunan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp42.710.000,00;

3] Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (PP3), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anpgaran 2023 Rp297.445.000,00;

4| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (PP4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulausn Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp150.000.000,00;




3) Program Penataan Desa (PP3), dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD
Tahun Anggaran 2023 Rp50.000.000,00;

6) Program Peningkatan Kerja Sama Desa (PP}, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp49.878.000,00;

7) Program Administrasi Pemerintahan Desa (PP7), dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang AFBD Tahun Anggaran 2023 Rp73.401.700,00;

8} Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP8], dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp1.024.600,00;

9] Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik (PP9),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rpl70.785.789,00;

10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kotze {PP10), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp2.050.000,00;

11) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
(PP11), diangparkan dalam Rancangen Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 Epl174.999.600,00;

12} Program Penyelenggarasan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi (PP12), disnggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran
2023 Rpl191.573.000,00;

13) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (PP13), dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 REp299.249.738,00;

14) Program Penyuluhan Pertanian (PP14), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp36.915.000.00;

13) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP15), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupsaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rpl106.617.200,00;

16) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd (PP16),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang AFPBD Tahun Anggaran 2023
Rp22.432.500,00,

17) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP17), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rpb640.000,00,




18) Program Pengelolaan Keuangan Daerah (FP138), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp2.246.000.00;

19) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (PP19], dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp901.114.700,00;

20) Program Pengelolaan Pendapatan Daecrah (PP20), dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp129.626.200,00;

21] Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota [PP21), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp3.670.100.00;

22) Program Kepegawaian Daerah (PP22), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rpl140.950,000,00;

23) Program  Pengembangan Sumber Daya Manusia (PP23),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah kabupaten
Kepulauan Anambas tentang AFBD Tahun Anggaran 2023
Rp1.014.074.200,00;

24) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP24), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBED Tahun
Anggaran 2023 Rpl21.719.191,00;

25) Program Pemberdayaan Masyvarakar Desa Dan Kelurahan (PP25),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp846.536.101,00;

26) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (PP26),
dianggarkan dalam Rancangan Feraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp2.067.500,00;

27) Program Pemhinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa (PP27),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Ep3.000.000,00,

28) Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah
Kabupaten /Kota (PP28}, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang AFBD Tahun
Anggaran 2023 Rp2.711.600,00;

29) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (PF29),
dianggarkan dalam Rancengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp22.737.400,00.




d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), diangparkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp882.317.700,00 atau 0,07%
dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023,
yang diarahkan untuk penguatan modal sosial dan budaya dalam
rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi
ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prda tahun 2023, sasaran yang akan diwuwjudkan dalam rangka
memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu
sebagai berikut:

1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideclogi Pancasila
untuk memantapkan ketahanan budaya;

2] Meningkatnva pemajuan kebudayvaan untuk meningkatkan peran
kebudayaan dalam pembangunan;

3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat
sosial;

4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan
umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan
masvarakat;

5) Meningkatnva ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter
bangsa; dan

6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masvarakat
berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian
sasaran PN4 dilakukan melalui 1 (satu)] PP, yaitu:

-  Program Pengembangan Kebudayaan (PP1), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp882.317.700,00.

e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi
dan Pelayvanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp5.490.519.100,00 atau 0,44% dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulausn
Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023, vang difokuskan pada
peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif
dan berkelanjutan melalul percepatan penyediaan infrastruktur
pelavanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor
vang menjadi penggerak bagi pemuliban dan pertumbuhan ekonomi,
serta pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan indikator utama PNS yaitu sebagai berikut:
1) Meningkatnya penyediaan infrastrulktur layanan dasar;

2] Meningkatnya konektivitas aontuk mendukung kegiatan ekonomi
dan akses menuju pelayanan dasar;




3) Meningkatnva layanan infrastrrukrur perkotaan,
4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
5) Meningkatnyva layanan infrastrulcur TIK.

Strategi penvelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PNS
dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/RKota
(PP1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anpggaran 2023
Rp54.999.800,00;

2} Program Pengelolaan Pendidikan (PP2), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Anambas
teritang APBD Tahun Angparan 2023 Rp748.441.000,00;

3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
Dan Penvelamatan Non Kebakaran (PFP3), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauzan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp98.658.000,00;

4} Program Penunjang Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota
(PP4), diangegarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentsng APBD Tahun Anggaran 2023
Rp846.000,00,;

5) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (PP3), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Repulauan Anambas
tenitang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp66.074.300,00;

6| Program Peningkatan Dava Tarik Destinasi Pariwisata (PP6),
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun Anggaran 2023
Rp3.021.500.000,00;

7] Program Pemasaran Pariwisata (PP7), dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rpl.500.000.000,00.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim [PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 Rp105.224.700,00 atau 0,01% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
tentang APBD Tahun Anggaran 2023, vang difokuskan pada upaya
menjaga kelestarian sumber dava alam dan lingkungan hidup untule
menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam
rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan
berkelanjutan serta pemmbangunan vang berorientasi pada pencegahan,
pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan hingkungan
hidup, ketahanan bencana, dan perubshan iklim diarahkan pada
kebijakan peningkatan  kualitas lingkungan  hidup, pengelolaan
keanekaragaman havati yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan
terhadap bencana dan dampak iklim, serta pembangunan rendah
karbon.




